BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka,

peneliti melakukan beberapa analisis untuk menjawab pertanyaan

penelitian sehingga menyimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Setelah peneliti melakukan analisis terhadap pembinaan karir personil
Polri yang ditinjau dari peraturan yang digunakan saat ini yaitu
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang “Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia” dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun
2017 tentang “Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia” serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang “Pembinaan Karier
Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia” dinilai
belum optimal mendukung peningkatan profesionalitas Bhayangkara
Operasional Penyelia (BOP) pada Direktorat Keamanan Negara Badan
Intelijen Keamanan Polri, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
a. Pada Perkap Nomor 9 Tahun 2016 tergambar dengan jelas bahwa

proyeksi penugasan dan pola karier perwira pertama Polri yang lahir
dari empat sumber yaitu Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah
Inspektur Perwira Sumber Sarjana (SIPSS) dan Sekolah Inspektur
Polisi (SIP) serta Sekolah Alih Golongan (SAG) hanya
mempertimbangkan jabatan struktural saja. Sejak penempatan
pertama setiap perwira pertama masing-masing sumber, memiliki
pola karier yang berbeda. Hal ini berdampak terhadap peluang
pengembangan karier pada masing-masing sumber ketika mereka
tidak berada pada tingkat Polda/Polres/Polsek. Ketika perwira
pertama ini berada dalam tingkat Markas Besar (Mabes) Polri, maka
proyeksi penugasan pada jabatan struktural tersebut, tidak berlaku

karena pada lingkungan Mabes Polri, perwira pertama Polri akan
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menduduki jabatan fungsional operasional seperti yang dicantumkan
dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2020.

. Pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017, memang telah
dijelaskan bahwa seseorang yang memperoleh jabatan fungsional,
termasuk Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) pada Satuan
Kerja Operasional Badan Intelijen Keamanan Polri, harus memiliki
kriteria pengetahuan/ketrampilan strategis, teknis taktis dengan
sertifikasi, etika profesi, prosedur kerja yang didasarkan pada disiplin
ilmu sehingga jenjang jabatan fungsional disusun berdasarkan
keahlian dan keterampilan. Namun, BOP belum masuk ke dalam
kriteria bersertifikasi keahlian/ketrampilan dan hanya diberikan oleh
organisasi kepada personil Perwira Pertama Polri sebagai
penghargaan atas keberadaan mereka dalam organisasi khususnya
di tingkat Mabes Polri. Hal ini, membuat para personil pada level
kepangkatan dan jabatan tersebut, tidak memiliki motivasi yang
besar untuk mengembangkan karier melalui pelatihan dan

pendidikan yang sudah disediakan organisasi.

. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sudah jelas mencantumkan bahwa
seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki
tugas pokok dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban
dalam negeri. Hal ini secara tersirat dan tertulis bahwa anggota Polri
baik yang menduduki jabatan fungsional maupun struktural memiliki
hak dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) vyaitu
Anggota Polri secara sama. Hal ini belum dipahami secara
mendalam oleh seluruh personil Polri termasuk pada Direktorat

Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri.
. Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa
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Manajemen Talenta diperuntukkan bagi Perwira Pertama Polisi
lulusan AKPOL dan SIPSS serta Bintara. Hal ini menurut peneliti
menjadi salah satu faktor kurang optimalnya profesionalitas Perwira
Pertama Polri secara merata dari 2 (dua) sumber lainnya yaitu SIP
Reguler dan SAG. Produktivitas pada Perwira Pertama Polri lulusan
kedua sumber tersebut, secara usia, dinilai masih dapat didorong
untuk lebih optimal dengan memberikan program mentoring atau
pendampingan yang sama seperti dua sumber diatas lainnya,
namun disesuaikan dengan faktor usia dan riwayat Tour of Duty dan

Tour of Area sumber SIP regular dan SAG.

e. Dalam Instruksi Kapolri tentang 4 pilar tranformasi presisi yaitu
tranformasi  operasional, tranformasi organisasi, tranformasi
pelayanan publik dan transformasi pengawasan. Knowledge
Tranformation menjadi salah satu wujud akurat sebagai strategi
alternatif yang dapat diterapkan dalam organisasi Polri dalam
tranformasi organisasi khususnya dalam peningkatan profesionalitas
personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) pada Direktorat

Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri.

2. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa
personil Perwira Pertama yang menduduki jabatan Bhayangkara
Operasional Penyelia, ternyata tidak semua telah memiliki riwayat atau
rekam jejak pekerjaan, jabatan dan pendidikan intelijen. Walaupun
pada saat pendidikan pembentukan Polri, seluruh personil telah
diberikan materi Pelajaran semua fungsi kepolisian termasuk intelijen,
namun ternyata pengalaman bekerja di lapangan, kemampuan
menganalisis dan prediksi suatu potensi kerawanan keamanan dan
ketertiban, berperan dalam profesionalitas inidividu saat bekerja di unit
operasional intelijen keamanan. Kesenjangan inilah yang menjadikan

profesionalitas personil BOP saat ini, masih kurang optimal.
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3. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian mendalam dengan metode
wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan, diperoleh oleh
peneliti kesimpulan bahwa profesionalitas personil Bhayangkara
Operasional Penyelia (BOP) pada Direktorat Keamanan Negara Badan
Intelijen Keamanan Polri, memang dipengaruhi oleh 4 (empat) aspek

utama + 1 (satu) aspek tambahan yaitu:

a. Aspek Kinerja/Performance
Kinerja atau performance ini menjadi tolak ukur utama bagi
organisasi baik direktorat maupun unit operasional dalam menilai
profesionalitas seorang Perwira Pertama Polisi berpangkat IPDA sd
AKP dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai
anggota Polri, sekaligus jabatan fungsional Bhayangkara
Operasional Penyelia (BOP). Aspek Kinerja individu akan
berpengaruhi terhadap kinerja unit bahkan direktorat operasional
baik dalam bentuk intelijen sebagai produk, intelijen sebagai
kegiatan dan intelijen sebagai organisasi. Intelijen Keamanan Polri
yang menjadi mata dan telinga pimpinan dalam memberikan bahan
keterangan/informasi bagi Kapolri dalam fungsi penyelidikan,
pengamanan dan penggalangan terhadap potensi ancaman

gangguan yanga dapat mengganggu stabilitas nasional.

b. Aspek Kompetensi
Kompetensi menjadi hal wajib yang harus dimiliki oleh seluruh
personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP). Ketika
menduduki jabatan fungsional operasional terampil, maka
kompetensi teknis dan manajerial sesuai dengan sumber
pendidikan, sifat penugasan, latar belakang pendidikan serta
proyeksi pola karier yang ada, menjadi hal yang penting. Tanpa
aspek kompetensi yang terukur, maka profesionalitas seorang BOP
dalam unit operasional masih diragukan bahkan berdampak
terhadap citra buruk organisasi ketikda dinilai hasil/informasi yang

disampaikan tidak dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan.
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c. Aspek Loyalitas
Loyalitas menjadi penilaian pimpinan dan organisasi ketika meminta
seorang personil Polri khususnya BOP untuk melaksanakan tugas
diluar jam kerja atau melebih kapasitasnya. Loyalitas individu akan
mempengaruhi loyalitas unit dan direktorat sehingga ketika loyalitas
individu berbanding terbalik dengan loyalitas direktorat operasional,
maka keraguan organisasi dan pimpinan terhadap direktorat bisa

terjadi.

d. Aspek Akuntabilitas
Aspek akuntabilitas yang berarti personil BOP secara administrasi,
perilaku dan operasional dapat dipertanggungjawabkan secara
penuh. Apabila aspek ini tidak terpenuhi pada seseorang BOP, akan
mempengaruhi kinerja dari unit dan organisasi secara komprehensif.
Akuntabilitas pada penguasaan penggunaan anggaran berbanding
lurus dengan akuntabiltas informasi dan data yang diberikan sebagai
“fooding” bagi pimpinan intelijien keamanan. Apabila intelijen
keamanan salah dalam memberikan masukan, maka akan
berdampak terhadap pola-pola destruktif yang terjadi terhadap

kamanan dan ketertiban nasional.

B. Saran
Saran dan rekomendasi yang ingin diberikan peneliti kepada organisasi
sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan/kebijakan untuk mendorong peningkatan profesionalitas
Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) pada Direktorat Keamanan

Negara (Ditkamneg) Badan Intelijen Keamanan Polri, antara lain:

1. Perlu adanya revisi dan atau peraturan baru yang mendorong
pengembangan dan pembinaan karier sekaligus kapasitas personil
perwira pertama Polri yang berpangkat IPDA s.d. AKP agar dapat
memiliki peluang karier diluar fungsional di lingkungan Markas Besar

sehingga mereka merasakan mendapat pengakuan dari organisasi
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dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai personil Polri.
Sebagai contoh menurut peneliti, perlu memasukkannya personil
Perwira Pertama (Pama) Non Akpol (sumber sarjana dan reguler) ke
dalam proyeksi Manajemen Talenta pada Perkap Nomor 3 Tahun 2019
sesuai marwah peraturan tersebut yaitu kaderisasi pemimpin Polri

masa depan.

Perlu adanya komitmen dan perhatian pimpinan Direktorat Operasional
seperti Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg), Badan Intelijen
Keamanan Polri bahkan hingga ke Staf Sumber Daya Manusia Polri,
dalam mengakomodir kekosongan jabatan struktural pada unit
operasional bagi personil Perwira Pertama Akpol, SIPSS dan SIP. Hal
tersebut, menurut peneliti dapat diwujudkan melalui pemberian jabatan
struktural selama periode masa IPDA sd AKP setiap 3 (tiga) atau 4
(empat) tahun sekali sehingga selama periode 8 (delapan) tahun
menjabat Perwira Pertama, mereka tidak akan mengalami kejenuhan
sehingga tidak memiliki motivasi untuk menjadi kreatif, inovatif, dan

cenderung apatis terhadap kebutuhan organisasi.

Agar seluruh personil Satker Mabes Polri dapat membangun suasana
lingkungan kerja yang produktif, kompetitif namun juga kondusif bagi
setiap individu terutama bagi Perwira Pertama dari tiga sumber dengan
menerapkan budaya kerja disiplin, tepat waktu, interaktif serta saling
membangun, bukan saling menjatuhkan. Hal ini menurut peneliti, dapat
meningkatkan minat dari personil BOP untuk mengikuti budaya kerja

tersebut diatas.

Perlunya mengoptimalkan sistem elektronik SI-SDM Polri yang sudah
ada, misalnya dengan mengintegrasikan penilaian kinerja personil
dengan absensi kehadiran elektronik yang sudah dimiliki masing-
masing Satker Mabes Polri, penggunaan ambang batas minimal

keikutsertaan pendidikan/pelatihan personil berpangkat Pama dalam
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periode tertentu sebelum memperoleh penilaian kelayakan menduduki
jabatan struktural.

Selanjutnya, untuk penelitian berikutnya disarankan dapat melakukan
pendalaman mengenai pola rekruitmen perwira pertama Polri di
lingkungan Markas Besar sesuai dengan hasil assessment kompetensi
dan perilaku yang bersangkutan.
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